PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 67 TAHUN 2005
TENTANG
KERJASAVA PEMER NTAH DENGAN BADAN USAHA
DALAM PENYEDI AAN | NFRASTRUKTUR

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG VAHA ESA
PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang :

a. bahwa ketersediaan infrastruktur yang nenadai dan berkesi nanbungan
ner upakan kebut uhan nendesak unt uk nendukung pel aksanaan penbangunan
nasi onal dal am rangka neni ngkatkan perekonoman dan kesej ahteraan
nasyarakat, serta untuk neningkatkan daya saing Indonesia dalam
per gaul an gl obal ;

b. bahwa untuk nenpercepat penbangunan infrastruktur, dipandang perlu
nenganbi | | angkah- | angkah yang konprehensif guna nenci ptakan iklim
i nvestasi untuk nendorong kei kutsertaan badan usaha dal am penyedi aan
i nfrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;

C. bahwa untuk nendorong dan neni ngkatkan kerjasama antara penerintah
dan badan usaha dal am penyedi aan infrastruktur dan jasa pel ayanan
terkait, perlu pengaturan guna nelindungi dan nenganankan kepenti ngan
konsunen, nasyarakat, dan badan usaha secara adil;

d. bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai rana di nmaksud pada huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu nenetapkan Peraturan Presiden tentang
Kerjasama Penerintah Dengan Badan Wsaha Dalam Penyedi aan
| nfrastruktur;

Mengi ngat

1. Pasal 4 ayat (1) Unhdang- Uhdang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

2. Keputusan Presiden Nonor 80 Tahun 2003 tentang Pedonan Pel aksanaan
Pengadaan Barang/ Jasa Penerintah (Lenbaran Negara Republik | ndonesia
Tahun 2003 Nonor 120, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia
4430) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nonor 32 Tahun 2005 (Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Tahun 2005 Noror 36) ;

MEMUTUSKAN :

Menet apkan :
PERATLRAN PRES DEN TENTANG KERJASAVMA PEMER NTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM
PENYED AAN | NFRASTRUKTUR

BAB |
KETENTUAN UMM

Pasal 1

Dal am Peraturan Presiden ini yang di naksud dengan :

1. Ment eri / Kepal a Lenbaga adal ah pi npi nan kenent eri an/ | enbaga yang ruang
i ngkup, tugas dan tanggung jawabnya neliputi sektor infrastruktur
yang di atur dal am Peraturan Presiden ini.



2. Kepal a Daerah adal ah gubernur bagi daerah propinsi, atau bupati bagi
daer ah kabupaten, atau walikota bagi daerah kot a.

3. Penyedi aan Infrastruktur adalah kegiatan yang neliputi pekerjaan
konstruksi untuk nenmbangun atau neni ngkat kan kemanpuan i nfrastr ukt ur
dan/atau kegiatan pengel olaan infrastruktur dan/atau peneli haraan
i nfrastruktur dal amrangka neni ngkat kan kenanfaat an i nfrastruktur.

4., Badan Wsaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan
terbatas, Badan Wsaha MIlik Negara (BUMN), Badan Wsaha MIik Daerah
(BUMD), dan koper asi .

5. Proyek Kerjasana adalah Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan
nelal ui Perjanjian Kerjasama atau penberian |zin Pengusahaan antara
Ment eri / Kepal a Lenbaga/ Kepal a Daer ah dengan Badan Usaha.

6. Perjanjian Kerjasanma adal ah kesepakatan tertulis untuk Penyedi aan
Infrastruktur antara Menteri/Kepala Lenbaga/Kepala Daerah dengan
Badan Wsaha yang dit et apkan nel al ui pel el angan unum

7. | zin Pengusahaan adalah izin untuk Penyediaan Infrastruktur yang
diberikan oleh Mnteri/Kepala Lenbaga/ Kepala Daerah kepada Badan
Wsaha yang dit etapkan nel al ui pel el angan.

8. Dukungan  Penerintah  adalah  dukungan yang diberikan ol eh
Ment eri / Kepal a Lenbaga/ Kepal a Daerah kepada Badan Usaha dal am rangka
pel aksanaan Proyek Kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerj asana.

BAB | |
TWUAN JEN'S BENTWK DAN PR NS P KERJASAVA

Pasal 2

(1) Menteri/Kepal a Lenbaga/ Kepal a Daerah dapat bekerjasana dengan Badan
Wsaha dal am Penyedi aan | nfrastruktur.

(2) Dalam pel aksanaan kerjasama sebagai mana di naksud pada ayat (1),
Menteri/Kepal a Lenbaga/ Kepal a Daerah bertindak selaku penanggung
j anab Proyek Kerjasana.

Pasal 3

Proyek Kerjasama  Penyedi aan | nfrastruktur antara Menteri/Kepal a

Lenbaga/ Kepal a Daer ah dengan Badan Usaha di | akukan dengan tuj uan unt uk:

a. nencukupi  kebut uhan pendanaan secara berkel anj utan dal am Penyedi aan
Infrastruktur nelal ui pengerahan dana swast a;

b. neni ngkat kan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan nelal ui
per sai hgan sehat ;

C. neni ngkat kan kual i tas pengel ol aan dan penel i haraan dal am Penyedi aan
| nfrastruktur;

d. nendorong di gunakannya prinsip pengguna nenbayar pel ayanan yang

diterina, atau dalam hal-hal tertentu nenpertinbangkan kenanpuan
nenbayar pengguna.

Pasal 4
(1) Jenis Infrastruktur yang dapat dikerjasanakan dengan Badan Usaha
nencakup:
a. infrastruktur transportasi, neliputi pelabuhan |aut, sungai

atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;
b. infrastruktur jalan, neliputi jalan tol dan jenbatan tol;



(2)

(1)

(2)

C. infrastruktur pengairan, neliputi saluran penbawa air baku;

d. infrastruktur air mnum yang neliputi bangunan penganbilan air
baku, jaringan transmsi, jaringan distribusi, instalasi
pengol ahan air mnum

e. infrastruktur air linbah yang neliputi instalasi pengolah air

linmbah, jaringan pengunpul dan jaringan utama, dan sarana
per sanpahan yang nel i puti pengangkut dan tenpat penbuangan;

f. infrastruktur tel ekomuni kasi, neliputi jaringan tel ekonunikasi ;

g. infrastruktur ketenagalistrikan, neliputi penbangkit, transm si
atau distribusi tenaga listrik; dan

h. infrastruktur mnyak dan gas bum neliputi pengol ahan,

penyi npanan, pengangkutan, transmsi, atau distribusi mnyak
dan gas bum.
Infrastruktur sebagai nana di naksud pada ayat (1), dikerjasanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor
yang ber sangkut an.

Pasal 5

Kerjasama Menteri/Kepal a Lenbaga/ Kepal a Daerah dengan Badan Usaha
dal am Penyedi aan Infrastruktur sebagai nana di maksud dal am Pasal 2
ayat (1), dapat dil aksanakan nel al ui

a. Perjanjian Kerjasana;, atau

b. | zi n Pengusahaan.

Bentuk kerjasana Menteri/Kepal a Lenbaga/ Kepal a Daerah dengan Badan
Waha dalam Penyediaan Infrastruktur, ditetapkan Dberdasarkan
kesepakatan antara Menteri/Kepal a Lenbaga/ Kepal a Daerah dengan Badan
Usaha sepanj ang tidak bert ent angan dengan per at ur an
per undang- undangan yang ber | aku.

Pasal 6

Kerjasama Penyediaan Infrastruktur antara Mnteri/Kepal a Lenbaga/ Kepal a
Daer ah dengan Badan UWsaha di | akukan ber dasar kan pri nsi p:

a.
b.

C.

oo

adil, berarti seluruh Badan Wsaha yang ikut serta dalam proses
pengadaan harus nenperol eh perl akuan yang sana;

terbuka, berarti seluruh proses pengadaan bersifat terbuka bagi Badan
Wsaha yang nenenuhi kual i fi kasi yang, di persyar at kan;

transparan, berarti senua ketentuan dan informasi yang, berkaitan
dengan Penyedi aan Infrastruktur termasuk syarat teknis admnistrasi
pemlihan, tata cara evaluasi, dan penetapan Badan Usaha bersifat
terbuka bagi sel uruh Badan Usaha serta nasyarakat unummya;

bersai ng, berarti pemlihan Badan Usaha nel al ui proses pel el angan;
bertanggunggugat, berarti hasil pemlihan Badan Usaha harus dapat
di per t anggungj awabkan;

saling nenguntungkan, berarti kemtraan dengan Badan Usaha dal am
Penyedi aan Infrastruktur dilakukan berdasarkan ketentuan dan
persyaratan yang seinbang sehingga nenberi keuntungan bagi kedua
bel ah pi hak dan masyarakat dengan nenperhitungkan kebutuhan dasar
nasyar akat ;

saling nenbutuhkan, berarti kemtraan dengan Badan UWsaha dal am
Penyedi aan Infrastruktur dilakukan berdasarkan ketentuan dan
per syarat an yang nenperti nbangkan kebut uhan kedua bel ah pi hak;

saling nendukung, berarti kemtraan dengan Badan Wsaha dalam



Penyedi aan Infrastruktur dilakukan dengan semangat saling nengisi
dari kedua bel ah pi hak.

BAB I |
| DENTI FI KAS  DAN PENETAPAN PROYEK YANG D LAKWKAN
BERDASARKAN PERJANJI AN KERJASAMVA

Pasal 7
(1) Menteri/Kepal a Lenbaga/ Kepal a Daer ah nel akukan i dentifikasi

proyek-proyek Penyediaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan
dengan Badan Wsaha, dengan nenperti nbangkan pal i ng kurang:

a. kesesuaian dengan rencana penbangunan jangka nenengah
nasi onal / daerah dan rencana strategi s sektor infrastruktur;

b. kesesuai an | okasi proyek dengan Rencana Tata Ruang WI ayah;

C. ket erkai tan antarsektor infrastruktur dan antarw | ayah;

d. anal i sa bi aya dan nmanfaat sosial .

(2) Setiap usul an proyek yang akan di kerjasanakan harus disertai dengan:
pra studi kel ayakan;

rencana bent uk kerj asana;

rencana penbi ayaan proyek dan sunber dananya; dan

rencana penawaran Kkerjasama yang nencakup jadwal, proses dan
cara penil ai an.

Qoo

Pasal 8

Dal am nel akukan identifikasi proyek yang akan dikerjasamakan sebagai mana
di maksud dal am Pasal 7, Menteri/Kepal a Lenbaga/ Kepal a Daerah nel akukan
konsul tasi publ i k.

Pasal 9

(1) Berdasarkan hasil identifikasi proyek sebagai nana di maksud dal am
Pasal 7 dan hasil konsultasi publik sebagai mana di naksud dal am Pasal
8, Menteri/Kepala Lenbaga/Kepala Daerah nenetapkan prioritas
proyek- proyek yang akan di kerj asanakan dal amdaftar prioritas proyek,

(2) Daftar prioritas proyek sebagainana dinaksud pada ayat (1),
di nyat akan terbuka unt uk umum dan di sebar| uaskan kepada nasyar akat .

BAB IV
PROYEK KERJASANMA ATAS PRAKARSA BADAN USAHA

Pasal 10
Badan Wsaha dapat nengajukan prakarsa Proyek Kerjasana Penyedi aan

Infrastruktur yang tidak termasuk dalamdaftar prioritas proyek sebagai nana
di maksud dal am Pasal 9, kepada Menteri/Kepal a Lenbaga/ Kepal a Daer ah.

Pasal 11
(1) Proyek atas prakarsa Badan Usaha waj i b dil engkapi dengan:
a. studi kel ayakan;
b. rencana bent uk kerjasana;

C. rencana penbi ayaan proyek dan sunber dananya; dan



(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

d. rencana penawaran Kkerjasama yang nencakup jadwal, proses dan
cara penil ai an.

Proyek atas prakarsa Badan Usaha sebagai mana di maksud pada ayat (1),

nenper ti nbangkan pul a ketentuan sebagai mana di naksud dal am Pasal 7

ayat (1).

Pasal 12

Menteri/Kepala Lenbaga/ Kepala Daerah nengeval uasi proyek atas
pr akar sa Badan Usaha sebagai nana di naksud dal am Pasal 11.
Cal am hal berdasarkan hasil eval uasi sebagai mana di raksud pada ayat
(1) proyek atas prakarsa Badan Wsaha nenenuhi persyaratan kel ayakan,
proyek atas prakarsa Badan Usaha tersebut diproses nel al ui pel el angan
unum sesuai dengan ket ent uan dal am Peraturan Presiden ini.

Pasal 13
Badan Wsaha yang prakarsa proyek Kerjasamanya diterina oleh

Ment eri / Kepal a Lenbaga/ Kepal a Daer ah, di beri kan konpensasi .
Konpensasi sebagai nana di naksud pada ayat (1), dapat berbent uk:

a. penberian tanbahan nilai; atau
b. penbel i an prakarsa proyek Kkerjasama ternmasuk Hak Kekayaan
I nt el ekt ual yang nenyert ai nya ol eh Ment eri / Kepal a

Lenbaga/ Kepal a Daerah atau ol eh penenang t ender.
Pasal 14

Penberi an tanbahan nilai sebagai nana di naksud dal am Pasal 13 ayat (2)
huruf a, paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai tender
penr akar sa dan di ununkan secara terbuka sebel um proses pengadaan.
Penbel i an prakarsa proyek kerjasana sebagai nana di naksud dal am Pasal
13 ayat (2) huruf b, nerupakan penggantian oleh Menteri/Kepal a
Lenbaga/ Kepal a Daerah atau ol eh penenang tender atas biaya yang tel ah
di kel uar kan ol eh Badan Usaha penr akar sa.

Besarnya tanbahan nilai sebagai nrana di naksud pada ayat (1) dan bi aya
pengganti an sebagai nana dinaksud pada ayat (2), di t et apkan
Menteri/Kepal a Lenbaga/ Kepal a Daerah berdasarkan pertinbangan dari
peni | ai i ndependen, sebel um proses pengadaan.

BAB V,
TAR F AWAL DAN PENYESUAI AN TAR F

Pasal 15

Tarif awal dan penyesuai annya secara berkala ditetapkan untuk
nenasti kan tingkat pengenbalian investasi yang neliputi penutupan
bi aya nodal , biaya operasional dan keuntungan yang waj ar dal am kurun
wakt u tertentu.

Dalam hal penetapan tarif awal dan penyesuai annya tidak dapat
di | akukan sesuai dengan ket entuan sebagai nana di maksud pada ayat (1),
tarif ditentukan berdasarkan tingkat kemanpuan pengguna.

Dalam hal tarif ditetapkan berdasarkan tingkat kenmanpuan pengguna
sebagai nana dimaksud pada ayat (2), Menteri/Kepal a Lenbaga/ Kepal a
Daerah nenberi kan konpensasi sehingga dapat diperoleh tingkat



(4)

(9)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

pengenbal i an i nvestasi dan keuntungan yang waj ar.

Besaran konpensasi sebagai rana di maksud pada ayat (3), didasarkan
pada perol ehan hasil konpetisi antar peserta lelang dan dipilih
ber dasar kan penawar an besaran konpensasi terendah.

Konpensasi hanya diberikan pada proyek Kerjasana Penyedi aan
Infrastruktur yang nenpunyai kepentingan dan kenanfaatan sosial,
setel ah Menteri/Kepal a Lenbaga/ Kepal a Daerah nel akukan kajian yang
| engkap dan nenyel uruh atas kemanfaat an sosi al .

BAB M
PENELAAAN RESI KO DAN DUKUNGAN PEMER NTAH

Resiko dikelola berdasarkan prinsip al okasi resiko antara
Menteri/Kepal a Lenbaga/ Kepal a Daerah dan Badan Usaha secara nenadai
dengan nengal okasi kan resiko kepada pihak yang paling nanpu
nengendal i kan resi ko dal am rangka nenjamn efisiensi dan efektifitas
dal am Penyedi aan | nfrast rukt ur.

Pengel ol aan resi ko sebagai mana di maksud pada ayat (1), dituangkan
dal am Perj anj i an Kerj asana.

Pasal 17

Dukungan Penerintah kepada Badan Wsaha di | akukan dengan nenper hati kan

prinsip pengel ol aan dan pengendal i an resi ko keuangan dal am Anggar an

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan

Bel anj a Daerah (APBD) .

Pengendal i an dan pengel ol aan resi ko sebagai nrana di maksud pada ayat

(1), dilaksanakan oleh Menteri Keuangan atau Kepala Satuan Kerja

Pengel ol a Keuangan Daerah dal am hal Dukungan Penerintah diberikan

ol en Penerintah Daerah.

Cal am nel aksanakan tugas dan fungsi sebagai mana di naksud pada ayat

(2), Menteri Keuangan atau Kepala Satuan Kerja Pengel ol a Keuangan

Daer ah, berwenang unt uk:

a. nenperol eh data dan infornasi yang diperlukan dari pi hak-pi hak
yang terkait dengan proyek kerjasana Penyedi aan |nfrastruktur
yang nener | ukan Dukungan Peneri nt ah;

b. nenyetujui atau nenol ak usul an penberian Dukungan Penerintah
kepada Badan Wsaha dalam rangka Penyediaan |nfrastruktur,
berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Mnteri Keuangan
dal am hal Dukungan Penerintah diberi kan ol eh Penerintah Pusat,
atau Kepala Satuan Kerja Pengel ol a Keuangan Daerah dal am hal
Dukungan Peneri ntah di beri kan ol en Peneri ntah Daerah;

C. nenetapkan tata cara penbayaran Kkewajiban Menteri/Kepal a
Lenbaga/ Kepala Daerah yang tinbul dari proyek Penyedi aan
Infrastruktur dalam hal penggantian atas hak kekayaan
intel ektual, penbayaran subsidi, dan kegagal an penmenuhan
Perj anji an Kerj asana.

BAB M |
TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA
DALAM RANGKA PERJIANTI AN KERJASAVA

Pasal 18



Pengadaan Badan UWsaha dal am rangka Perjanjian Kerjasana dil akukan nel al ui
pel el angan unum

Pasal 19
Ment eri / Kepal a Lenbaga/ Kepal a Daer ah nenbent uk panitia pengadaan.
Pasal 20

Tat a cara pengadaan sebagai mana di naksud dal am Pasal 18, neliputi :
a. per si apan pengadaan;

b. pel aksanaan pengadaan;

C. penet apan penenang; dan

d. penyusunan perj anji an kerj asana.

Pasal 21

Ment eri / Kepal a Lenbaga/ Kepal a Daer ah nenet apkan penenang | el ang ber dasar kan
usul an dari panitia pengadaan.

Pasal 22
Ket ent uan sebagai nana di naksud dal am Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan
Pasal 21 diatur lebih lanjut dalam Lanpiran Peraturan Presiden ini, yang
ner upakan bagi an yang tidak terpi sahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB M | |
PERIANJI AN KERJASAMVA

Pasal 23

(1) Perjanjian Kerjasana paling kurang nenuat ketentuan nengenal :

a I i ngkup pekerj aan;

b ] angka wakt u;

C. j am nan pel aksanaan;

d. tarif dan nekani sne penyesuai annya;

e hak dan kewaj i ban, ternasuk al okasi resiko;

f standar ki nerja pel ayanan;

g | arangan pengal i han Perjanjian Kerjasana atau penyertaan saham

pada Badan Wsaha penegang Perjanjian Kerjasana sebel um
Penyedi aan | nfrastruktur beroperasi secara konersial;

h. sanksi dalam hat para pihak tidak nenenuhi ketentuan
perj anji an;

i pemut usan atau pengakhi ran perjanjian;

] - | aporan keuangan Badan Wsaha dalam rangka pel aksanaan
perjanjian, yang diperiksa secara tahunan oleh auditor
i ndependen, dan pengunumannya dal am nedia cetak yang berskal a
nasi onal ;

k. nekani sme penyel esai an sengketa yang di atur secara berjenj ang,
yai tu nusyawar ah nuf akat, nedi asi, dan arbitrase/ pengadil an;

. nekani sne pengawasan kinerja Badan UWsaha dal am pel aksanaan
perj anji an;

m pengenbal ian infrastruktur dan/atau pengel ol aannya kepada
Ment eri / Kepal a Lenbaga/ Kepal a Daer ah;



(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

n. keadaan nenaksa;

0. hukum yang ber| aku, yaitu hukum | ndonesi a.

Dal am hal Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan dengan nel akukan
penbebasan |ahan oleh Badan UWsaha, besarnya Jamnan Pel aksanaan
sebagai nana di naksud pada ayat (1) huruf c, dapat ditentukan dengan
nenper hitungkan biaya yang telah dikeluarkan Badan Usaha untuk
penbebasan | ahan di naksud.

Perjanjian Kerjasama nencantunkan dengan jelas status kepemlikan
aset yang di adakan sel ama j angka waktu perj anji an.

Pasal 24

Paling |ama dal am jangka waktu 12 (dua belas) bulan setel ah Badan
Wsaha nenandat angani Perjanjian Kerjasama, Badan Usaha harus tel ah
nenper ol eh penbi ayaan unt uk Proyek Kerj asana.

Cal am hal ketentuan sebagai mana di naksud pada ayat (1) tidak dapat
di penuhi ol en Badan Wsaha, Perjanjian Kerjasana berakhir dan jam nan
pel el angan dapat di cai r kan.

Pasal 25

Dal am hal terdapat penyerahan penguasaan aset yang dimliki atau
di kuasai ol eh Menteri/Kepal a Lenbaga/ Kepal a Daerah kepada Badan Usaha
unt uk pel aksanaan proyek Kerjasana, dal am Perjanjian Kerjasama harus
diatur:

a. tujuan penggunaan aset dan |arangan untuk nenpergunakan aset
untuk tujuan sel ain yang tel ah di sepakati ;
b. tanggung jawab pengoperasian dan peneliharaan ternasuk

penbayaran pajak dan kewajiban lain yang tinbul akibat
penggunaan aset ;

C. hak dan kewsjiban pi hak yang nenguasai aset untuk nengawasi dan
nenel i hara kinerja aset sel ana di gunakan;
d. larangan bagi Badan UWsaha untuk nengagunkan aset sebagai

j amnan kepada pi hak keti ga;
e. tata cara penyerahan dan/ atau pengenbal i an aset.
Calam hal Perjanjian Kerjasana nengatur penyerahan penguasaan aset
yang diadakan oleh Badan UWsaha selama jangka waktu perjanjian,
Perjanji an Kerjasana harus nengat ur:

a. kondi si aset yang akan di al i hkan;
b. tata cara pengal i han aset;
C. status aset yang bebas dari segala jamnan kebendaan atau

penbebanan dal am bent uk apapun pada saat aset di serahkan kepada
Ment eri / Kepal a Lenbaga/ Kepal a Daer ah;

d. status aset yang bebas dari tuntutan pi hak keti ga;

e. penbebasan Menteri/Kepal a Lenbaga/ Kepala Daerah dari segal a
tuntutan yang tinbul setel ah penyerahan aset;

f. konpensasi kepada Badan Wsaha yang nel epaskan aset.

Pasal 26

Cal am kai tannya dengan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual, Perjanjian
Kerjasama harus nenuat jamnan dari Badan Usaha bahwa:

a.

Hak Kekayaan Intel ektual yang digunakan sepenuhnya terbebas dari
segal a bent uk pel anggaran hukum



b. Menteri/Kepal a Lenbaga/ Kepal a Daerah akan di bebaskan dari segal a
gugat an atau tuntutan dari pi hak ketiga manapun yang berkait an dengan
penggunaan Hak Kekayaan I ntel ekt ual dal am Penyedi aan | nfrastrukt ur;

C. Senent ara penyel esai an perkara sedang berjal an karena adanya gugat an
atau tuntutan sebagai nana di naksud pada huruf b nmaka:

1) kel angsungan Penyedi aan I nfrastruktur tetap dapat dilaksanakan;
2) nengusahakan |isensi sehingga penggunaan Hak  Kekayaan
Intel ektual tetap dapat berl angsung.

BAB | X
PENYED AAN | NFRASTRUKTUR BERDASARKAN
| ZI N PENGUSAHAAN

Pasal 27

Pengadaan Badan UWsaha dal am Penyediaan Infrastruktur berdasarkan 1zin
pengusahaan di | akukan nel alui lelang izin (auction).

Pasal 28

Tata cara lelang izin sebagai rana di maksud Pasal 27, diatur lebih |anjut
oleh Menteri/Kepala Lenbaga/Kepala Daerah, dengan nenerapkan prinsip
sebagai nana di naksud dal am Pasal 6.

BAB X
KETENTUAN PERALI HAN

Pasal 29

Dengan ber | akunya Perat uran Presiden ini:

l. Perjanjian Kerjasana yang telah ditandatangani sebel um berl akunya
Peraturan Presiden ini tetap berl aku;

2. Proses pengadaan yang telah dilakukan dan ditetapkan penmenangnya
ber dasarkan Keputusan Presiden Nonor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasana
Pererintah dan Badan Wsaha Snasta Dalam Penbangunan dan/atau
Pengel ol aan I nfrastruktur, nanun  Perjanjian Kerjasama bel um
ditandatangani, naka Perjanjian Kerjasana dibuat sesuai dengan
Peraturan Presiden ini;

3. Perjanjian Kerjasama yang tel ah ditandatangani berdasarkan Keputusan
Presiden Nonmor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasana Penerintah dan Badan
Wsaha Swasta Dal am Penbangunan dan/atau Pengel ol aan | nfrastruktur,
nanun bel um tercapai penenuhan penbi ayaan, naka ketentuan kewaj i ban
penenuhan penbi ayaan dil aksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 24
Peraturan Presiden ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Presiden ini nulai berlaku, naka Keputusan Presiden
Nonor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasana Penerintah dan Badan UWsaha Siasta
Cal am Penbangunan dan/atau Pengel olaan Infrastruktur, dicabut dan
di nyat akan tidak berl aku.



Pasal 31

Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada tanggal ditetapkan.

LAVPI RAN :

Otetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Novenber 2005

PRES DEN REPUBLI K | NDONESI A
ttd

DR H SUS LO BAMBANG YUDHOYONO

PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A

NOMCR : 67 Tahun 2005
TANGGAL : 9 Novenber 2005
TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA
DALAM RANKA PERJIANII AN KERJASAVA
A Per encanaan Pengadaan
1. Ment eri / Ket ua Lenbaga/ Kepal a Daer ah nenbent uk Panitia
Pengadaan;
2. Anggota Panitia Pengadaan terdiri dari unsur-unsur yang
nenaham :
a. tata cara pengadaan;
b. subst ansi  peker | aan/ kegi at an yang ber sangkut an;
C. hukum perj anj i an;
d. aspek teknis;
e. aspek keuangan.
3. Jadwal pel aksanaan pengadaan, penyusunan jadwal pel aksanaan
pengadaan harus mnenberi kan al okasi waktu yang cukup untuk senua
t ahapan proses pengadaan.
4. Harga Perhitungan Sendiri (HPS) harus dil akukan dengan cernat .
5. Dokurren pel el angan unum pal i ng kurang nenuat :

a. undangan kepada para peserta | el ang;
b. i nstruksi kepada peserta |elang yang pal i ng kurang nenuat

1) umum |ingkup pekerjaan, sunber dana, persyaratan
dan kualifikasi peserta lelang, jumah dokunen
penawar an yang di sanpai kan, dan peni njauan | okasi
kerj a;

2) i si dokunen pel el angan unum penj el asan isi dokuren
pel el angan  unum dan perubahan isi dokurren
pel el angan unum

3) persyaratan bahasa yang di gunakan dal am penawar an,
penul i san harga penawaran, nata uang penawaran dan
cara penbayaran, nmasa berlaku penawaran, surat
jamnan penawar an, usulan penawaran alternatif ol eh
peserta | el ang, bent uk penawar an, dan
penandat anganan surat penawar an;

4) cara penyanpul an dan penandaan sanpul penawar an,
batas akhir waktu penyanpai an penawaran, perl akuan
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terhadap penawaran yang terlanbat, serta |arangan
unt uk perubahan dan penari kan penawaran yang tel ah

nasuk;
5) prosedur penbukaan penawaran, kerahasiaan dan
| ar angan, kl ari fi kasi dokunen penawar an,

peneri ksaan kel engkapan dokunen penawaran, kor eksi
aritmati k, konversi ke dalam mata uang tunggal,
sistem eval uasi penavwaran neliputi kriteria,
formul asi dan tata cara evaluasi, serta penilaian
pref erensi harga;

rancangan perjanjian kerj asang;

daftar kuantitas dan harga;

spesi fi kasi teknis dan ganbar;

bent uk surat penawaran; dan

bent uk kerj asana;

bent uk surat jamnan penawar an;

bent uk surat jamnan pel aksanaan;

dal am dokurmen pel el angan unum harus dijel askan netode

penyanpai an dokurmen penawar an.

Pel aksanaan Pengadaan:

1. Pengunurman dan Pendaftaran Peserta

a. Panitia Pengadaan harus nengununkan secara |uas tentang
adanya pel el angan unum

b. isi pengununan paling kurang nemuat: nama dan al anat
Menteri/Ketua Lenbaga/ Kepal a Daerah yang akan mengadakan
pel el angan unum urai an singkat nengenai pekerjaan yang
akan di | aksanakan, per ki r aan ni | ai peker | aan,
syarat-syarat peserta |lelang, tenpat, tanggal, hari, dan
wakt u unt uk nenganbi | dokunen pel el angan unum

C. agar pengunurman sebagai nana di naksud pada huruf a dapat

—h

nencapai sasaran secara luas, efisien, dan tepat sesuai
dengan jangkauan nasyarakat dan pengusaha yang dituju,
nmaka pengununan di at ur sebagai beri kut

pengunurman pel el angan/ prakual i fi kasi  nenggunakan surat
kabar dan siaran radio penerintah daerah/swasta yang
nenpunyai ] angkauan penbaca dan pendengar
nasi onal /i nt er nasi onal .

Prakual i fi kasi, mencakup penilai an terhadap :
a.
b.
C.

surat izin usaha pada bi dang usahanya;

kewenangan unt uk nmenandat angani kontrak secara hukum
status hukum perusahaan, dalam arti perusahaan tidak
dal am pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegi atan
usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang
nenj al ani sanksi pi dana;

pengal aman dal am Proyek Kerj asama Penyedi aan
I nfrastruktur sejenis;

kenmanpuan nenyediakan fasilitas dan peralatan serta
per soni | ;

surat dukungan keuangan dari bank; dan

ket er sedi aan peral atan khusus, tenaga ahli spesialis yang
di perlukan, atau pengalaman tertentu, untuk pekerjaan
khusus/ spesi fi k/ teknol ogi tinggi.

Tata Cara Prakualifikasi:
a.

pengunurman prakual i fikasi untuk pel el angan unum
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pendaf t aran dan penganbi | an dokunen prakual i fikasi ;
penyanpai an dokuren prakual i fikasi ol en peserta | el ang;
eval uasi dokunen prakual i fikasi;

penet apan daftar peserta |elang yang |ulus prakualifikasi
ol en Panitia Pengadaan;

pengesahan hasi| prakualifikasi ol eh Panitia Pengadaan;
pengununan hasil prakualifikasi;

pengaj uan keberatan ol eh peserta |lelang yang tidak |ulus
prakual i fi kasi kepada Menteri/Ketua  Lenbaga/ Kepal a
DCaer ah, apabi |l a ada;

penelitian dan tindak lanjut atas Sanggahan terhadap
hasi| prakualifikasi;

eval uasi ul ang ol eh Panitia Pengadaan apabi | a
sanggahan/ keber atan penyedi a barang/jasa terbukti benar
dan pengununan hasi | eval uasi ul ang.

Penyusunan Daftar Peserta, Penyanpai an Undangan dan Penganbi | an
Dokuren Pel el angan Unum :

a.

b.

e.

daftar peserta lelang yang akan diundang harus di sahkan
ol eh Menteri/Ketua Lenbaga/ Kepal a Daer ah;

apabila peserta lelang yang |ulus prakualifikasi kurang
dari 3 (tiga) naka dilakukan pengumunan dan proses
prakual i fikasi ulang dengan nengundang peserta |elang
yang bar u;

apabi | a setel ah pengununan | el ang/ prakual i fi kasi di ul ang,
ternyata tidak ada tanbahan calon peserta |elang yang
baru atau kesel uruhan peserta lelang nasih kurang dari 3
(tiga) peserta, naka Panitia Pengadaan nel anj ut kan proses
pel el angan unum

senua calon peserta lelang yang tercatat dalam daftar
peserta lelang harus diundang untuk nenganbil dokunen
pel el angan unum

peserta lelang yang diundang berhak nenganbil dokunen
pel el angan unumdari Pani ti a Pengadaan.

Penj el asan Lel ang (Aanw j zi ng)

a.

penj el asan | el ang dil akukan di tenpat dan pada waktu yang

ditentukan, dihadiri oleh para peserta lelang yang

terdaftar dalamdaftar peserta | el ang;

ket i dakhadi ran peserta | el ang pada saat penjel asan | el ang

tidak dapat dijadikan dasar untuk nenol ak/ nenggugurkan

penawar an;

dal am acara penj el asan pel el angan unum harus dij el askan

kepada peserta nengenai :

1) net ode pel el angan; .

2) cara penyanpai an penawar an;

3) dokuren yang harus dilanpirkan dalam dokunen
penawar an;

4) acara penbukaan dokunen penawar an;

5) net ode eval uasi ;

6) hal - hal yang nenggugur kan penawar an;

7) bent uk perjanjian kerjasang;

8) ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan
preferensi harga atas penggunaan produksi dal am
negeri ;

9) besaran, masa Dberlaku dan pihak yang dapat



nengel uar kan j am nan penawar an.
apabila dipandang perlu, Panitia Pengadaan dapat
nenberi kan penjelasan lanjutan dengan cara nel akukan
peni nj auan | apangan;
penberian penjelasan  nengenai pasal - pasal dokurren
pel el angan unum yang berupa pertanyaan dari peserta dan
jawaban dari Panitia Pengadaan serta keterangan lain
ternmasuk perubahannya dan peninjauan |apangan, harus
dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang
ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dan mninal 1
(satu) wekil dari peserta yang hadir, dan nerupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari dokunen pel el angan
unmim
apabila dalam BAP sebagai mana dinmaksud pada huruf e
terdapat hal -hal/ketentuan baru atau perubahan penting
yang perlu ditanpung, maka Panitia Pengadaan harus
nenuangkan ke dal am adendum dokuren pel el angan unum

Penyanpai an dan Penbukaan Dokunen Penawar an

a.

net ode penyanpai an dan cara penbukaan dokunen penawaran
harus nengi kuti ketentuan yang dipersyaratkan dal am
dokunen pel el angan unum
net ode penyanpai an dokunen penawaran yang akan di gunakan
harus dij el askan pada waktu acara penberian penj el asan;
Panitia Pengadaan nencatat waktu, tanggal dan tenpat
peneri naan dokunen penawaran yang diterinma nel al ui pos
pada sanpul luar penawaran dan nenasukkan ke dalam
kot ak/ t enpat pel el angan;
pada akhir batas waktu penyanpai an dokunen penawaran,
Panitia Pengadaan nenbuka rapat penbukaan dokunen
penawar an, nenyat akan di hadapan para peserta | el ang bahwa
saat permasukan dokurmen penawaran telah ditutup sesuai
wakt unya, nenol ak dokunen penawaran yang terl anbat
dan/atau tanbahan dokumen penawaran, kenudian nenbuka
dokunen penawar an yang nasuk;

bagi penawaran yang di sanpai kan nelal ui pos dan diterina

terlanbat, Panitia Pengadaan nenbuka sanpul |uar dokuren

penavaran untuk nengetahui alamat peserta |elang dan
nenberi t ahukan kepada peserta |elang yang bersangkutan
untuk nenganbil kenbali seluruh dokunen penawar an.

Pengenbal i an dokunen penawaran disertai dengan bukti

serah tering;

ti dak di perkenankan nengubah waktu penutupan penyanpai an

penawaran untuk hal-hal yang tidak penting. Dalam hal

di | akukan perubahan waktu penut upan penyanpai an penawar an

nmaka perubahan tersebut harus dituangkan di dal am adendum

dokurmen pel el angan unum dan di sanpai kan pada sel uruh
peserta | el ang;

penbukaan dokunen penawar an:

1) Panitia Pengadaan nem nta kesedi aan
sekurang-kurangnya 2 (dua) waekil dari peserta
lelang yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak
terdapat saksi dari peserta lelang yang hadir,
Panitia pengadaan nenunda penbukaan kot ak/tenpat
penasukan dokunen penawaran sanpai dengan waktu



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

tertentu yang telah ditentukan Panitia Pengadaan.

Setelah sanpai pada batas waktu yang telah

ditentukan, wakil peserta lelang tetap tidak ada

yang hadir, acara penbukaan kotak/tenpat penmasukan
dokunen penawaran dil akukan dengan di saksi kan ol eh

2 (dua) orang saksi di luar Panitia Pengadaan yang

ditunjuk secara tertulis ol eh Panitia Pengadaan;

Panitia Pengadaan neneliti isi kot ak/ t enpat

penmasukan dokunen penawaran dan nenghitung juntah

sanpul penawaran yang nasuk (tidak dihitung surat
pengunduran diri) dan apabila penawaran yang nasuk
kurang dari 3 (tiga) peserta, pelel angan unum ti dak
dapat dilanjutkan dan harus diulang, kenudi an
nengununkan kenbal i dengan nengundang cal on peserta

| el ang yang bar u;

Penbukaan dokunen penawaran untuk setiap sistem

di | akukan sebagai beri kut :

a) Panitia Pengadaan nenbuka kotak dan sanpul |
di hadapan peserta | el ang.

b) Sanpul | yang berisi data admnistrasi dan
teknis dibuka, dan dijadikan lanpiran berita
acara penbukaan dokunen penawaran sanpul 1.

C) Sanpul Il yang berisi data harga di sanpai kan
kenudi an ol eh peserta lelang dal am hal tel ah
dinyatakan lulus persyaratan teknis dan
admni strasi .

Panitia Pengadaan neneriksa, nenunj ukkan  dan

nenbacakan di hadapan para peserta |elang nengenai

kel engkapan dokuren penawaran, yang terdiri atas:

a) surat penawaran yang di dal amya tercantum
nasa berl aku penawaran tetapi tidak tercantum
har ga penawar an;

b) j am nan penawaran asli;

C) dokunen penawar an tekni s dan dokunen pendukung
lainnya yang disyaratkan dalam dokunen
pel el angan unum

Panitia Pengadaan tidak bol eh nenggugur kan

penavnaran pada waktu penbukaan penawaran kecual i

unt uk penawar an yang t er | anbat

nenasukkan/ nenyanpai kan penawar annya;

Panitia Pengadaan segera nenbuat berita acara

penbukaan dokurren penawaran terhadap  senua

penawar an yang nasuk;

Setelah dibacakan dengan jelas, berita acara

di tandat angani ol en anggota Panitia Pengadaan yang

hadir dan 2 (dua) orang wakil peserta |elang yang

sah yang ditunjuk oleh para peserta |elang yang
hadir;

Dalam hal terjadi penundaan waktu penbukaan

penawar an, naka penyebab penundaan tersebut harus

dinuat dengan jelas di dal amberita acara penbukaan
penawar an ( BAPP) ;

BAPP di bagi kan kepada waekil peserta lelang yang

hadi r tanpa dilanpiri dokumen penawar an.



Eval uasi Penawar an di | akukan sesuai dengan ketentuan yang tel ah
di at ur dal am dokunen pel el angan.
Penbuat an Berita Acara Hasil Pel el angan

a.

Panitia Pengadaan nenbuat kesinpul an dari hasil eval uasi
yang dituangkan dalam berita acara hasil pel el angan
(BAHP). BAHP nemuat hasil  pel aksanaan pel el angan,
termasuk cara penilaian, rumus-runus yang di gunakan,
sanpai dengan penetapan urutan penenangnya berupa daftar
peserta |elang. BAHP ditandatangani ol eh ketua dan semua
anggota Panitia Pengadaan atau sekurang-kurangnya dua
pertiga dari jum ah anggota Paniti a;

BAHP bersifat rahasia sanpai dengan saat penandatangan

kont r ak;

BAHP harus nenuat hal - hal sebagai beri kut :

1) Nama senua peserta lelang dan harga penawaran
dan/ at au har ga penawar an t er kor eksi , dari
nasi ng- nasi ng peserta | el ang;

2) Met ode eval uasi yang di gunakan;

3) Runus yang di per gunakan;

4) Ket erangan-keterangan lain yang dianggap perlu
nengenai hal ikhwal pel aksanaan pel el angan;

5) Tanggal dibuatnya berita acara serta jumah peserta
lelang yang lulus dan tidak lulus pada setiap
t ahapan eval uasi ;

6) Penet apan urutan dari | (satu) cal on penenang dan 2
(dua) cadangan. Apabila tidak ada penawaran yang
nenenuhi syarat, BAHP harus nencant unkan pernyat aan
bahwa pel el angan unum di nyat akan gagal, dan harus
segera dilakukan pel el angan ul ang. Apabila peserta
| elang yang nenenuhi syarat kurang dari 3 (tiga),
maka peserta lelang tersebut tetap diusul kan
sebagai cal on penenang | el ang.

Penet apan Penenang Lel ang

a.

b.

Panitia Pengadaan nenetapkan calon penenang |elang

ber dasar kan hasi| eval uasi ;

Pani tia Pengadaan nenbuat dan nenyanpai kan | aporan kepada

Menteri/Ketua Lenbaga/ Kepala Daerah untuk nenet apkan

penenang | elang. Laporan tersebut disertai usulan cal on

penenang dan penjelasan atau keterangan lain vyang

di anggap perlu sebagai bahan pertinbangan unt uk nenganbi l

keput usan.

Menteri/ Ketua Lenbaga/ Kepal a Daerah nenetapkan penenang

| el ang berdasarkan usul an dari Panitia Lel ang.

Data pendukung yang di perl ukan untuk nenetapkan penmenang

| el ang adal ah :

1) Dokuren pel el angan unum  beserta adendum (bila
ada) ;

2) Berita acara penbukaan penawaran ( BAPP);

3) Berita acara hasil pel el angan (BAHP);

4) R ngkasan proses pel el angan dan hasi| pel el angan;

5) Dokuren penawaran dari calon penenang |elang dan
cadangan cal on penenang yang telah diparaf Panitia
Pengadaan dan 2 (dua) wakil peserta | el ang;

6) Apabila terjadi keterlanbatan dalam nenetapkan



10.

11.

12.

penenang | el ang dan nengaki bat kan penawar an/j am nan
penawaran habis mnasa berlakunya, mnaka dil akukan
konfirnmasi kepada seluruh peserta lelang untuk
nenper panj ang sur at penawar an dan j am nan
penawar an. Cal on penenang | el ang dapat nengundur kan
diri tanpa di kenakan sanksi .

Pengunurman Penenang Lel ang

Perenang lelang diumunkan dan diberitahukan oleh Panitia
Pengadaan kepada para peserta sel anbat-lanbatnya 2 (dua) hari
kerja setelah diterinanya surat penetapan penenang | el ang dari
Ment eri / Kepal a Lenbaga/ Kepal a Daer ah.

Sanggahan Peserta Lel ang

Kepada peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan
penenang |elang diberikan kesenpatan untuk nengaj ukan
sanggahan secara tertulis, selanbat-lanbatnya dalam
j angka wakt u yang nenadai .

Sanggahan di sanpai kan kepada Ment eri / Kepal a
Lenbaga/ Kepal a Daerah, disertai bukti-bukti terjadinya
penyi npangan.

Sanggahan diajukan oleh peserta lelang baik secara
sendiri-sendiri rmaupun bersanma dengan peserta |elang
| ain.

Penerbi tan Surat Penet apan Penenang Lel ang

a.

Menteri/Ketua Lenbaga/Kepala Daerah nenerbitkan Surat
Penetapan Penenang Lelang sebagai pel aksana Proyek
Kerj asama, dengan ket entuan :
1) Ti dak ada sanggahan dari peserta | el ang; atau
2) Sanggahan yang diterina pejabat yang berwenang
nenet apkan dal am nasa sanggah ternyata tidak benar,
atau sanggahan diterima nelewati waktu nasa
sanggah.
Peserta lelang yang ditetapkan sebagai penmenang wajib
nenerina keputusan tersebut. Apabila yang bersangkutan
nengundurkan diri dan masa penawarannya nasih berl aku
nmaka pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan
berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif
ol eh Menteri/Ketua  Lenbaga/ Kepala  Daerah, dengan
ket entuan bahwa jamnan penawaran peserta |elang nenj adi
barang mlik negara.
Terhadap penenang nengundurkan diri dengan al asan yang
tidak dapat diterina dan nasa penawarannya nasi h berl aku,
di sanping jamnan penawaran yang bersangkutan nenjadi
barang mlik Negara, penenang tersebut juga di kenakan
sanksi berupa larangan untuk nengi kuti kegi at an
pel el angan urmum untuk Proyek Kerjasana selana 2 (dua)
t ahun.
Apabila penenang lelang urutan pertana yang ditetapkan
sebagai penenang nengundurkan diri, naka penetapan
penenang dapat dil akukan kepada cal on penenang | el ang
urutan kedua (jika ada), dengan ketentuan :
1) Penet apan perenang |elang wurutan kedua tersebut
har us terlebih dahul u nendapat penet apan
Ment eri / Kepal a Lenbaga/ Kepal a Daer ah;
2) Masa penawaran cal on penenang |elang urutan kedua



masih berlaku atau sudah diperpanjang nasa

ber | akunya.
Apabila calon penenang lelang wurutan kedua juga
nengundurkan diri, naka penetapan penenang dapat

di | akukan kepada cal on penenang urutan ketiga (jika ada)

dengan ket ent uan :

1) Penet apan penenang lelang tersebut harus terlebih
dahul u nendapat penet apan Ment eri / Kepal a
Lenbaga/ Kepal a Daer ah;

2) Masa berl akunya penawaran calon penenang |el ang
ur ut an keti ga nasi h ber | aku at au sudah
di per panj ang;

3) Jam nan penawaran dari penenang | el ang urutan kedua
nenj adi barang mlik negar a;

4) | a cal on penenang kedua nengundurkan diri, dengan
al asan yang tidak dapat diterima, dikenakan sanksi
sebagai nana tersebut pada butir 12 ¢ di atas.

Apabi | a cal on penenang ketiga nengundurkan diri, dengan

alasan yang tidak dapat diterima, naka di kenakan sanksi

sebagai nana tersebut pada butir 12 ¢ di atas. Kenudi an

Panitia Pengadaan nel akukan pelelangan ulang, dengan

ketentuan bahwa jamnan penawaran dari cal on penenang

| el ang urutan ketiga nenjadi barang mlik Negara.

Surat Penetapan Penenang harus dibuat paling lanbat 5

(ltrma) hari kerja setelah pengunuman penetapan penenang

| el ang dan segera di sanpai kan kepada pernenang | el ang.

Sal ah satu tenbusan dari Surat Penetapan Penenang Lel ang

di sanpai kan (tanpa | anpi ran perj anj i an/ kont r ak)

sekur ang- kur angnya kepada unit pengawasan internal .

13. Pel el angan U ang
Pel el angan U ang di | akukan ber dasar kan perti nbangan:

a.

b.

penawar an yang diaj ukan tidak nenenuhi persyaratan yang
ada di dal am dokunen pel el angan;

hanya terdapat kurang dari 3 (tiga) penawaran yang
nenenuhi persyaratan yang ada di dal am dokunen
pel el angan.

PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,
ttd.
DR H SUS LO BAMBANG YUDHOYONO



